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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang).
Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi,
batubara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak Penguasa
Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi
pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk
mempergunakanannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan

negara dilakukan oleh pemerintah.?

Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa sumber daya
tersebut,sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, harus mengatur
tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi dari pengusahaan
sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

bagi kemakmuran rakyat.?

Pada dasarnya ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi
pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan

umum merupakan pertambangan bahan galian diluar minyak das gas bumi.®

Saat ini Indonesia memproduksi berbagai macam bahan tambang yang
berguna bagi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Dunia pertambangan
Indonesia telah menyumbang banyak kemajuan perekonomian Indonesia.

Karena dunia pertambangan mampu menambah devisa Negara dengan investor-

! Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
hal. 1

2 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, cet. 1
(Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 1

3 Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
hal 10-11



investor yang menanamkan modalnya untuk mengola sumberdaya Indonesia.
Pertambangan Indonesia memiliki potensi untuk dijadikan tumpuan pendapatan
dan sebagai usaha padat karya yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga
kerja. Merujuk pada data US Geological Survei tahun 2006, cadangan tembaga
Indonesia sebesar 38 ribu metrik ton (ke 8 dunia), nikel 13 juta metrik ton (4
dunia), emas (8 dunia), dan timah (6 dunia) (Bank Indonesia tahun,2006).
Dengan potensi yang sedemikian besar, dibutuhkan capital inflow yang besar

untuk membangunkan potensi tersebut menjadi produksi riil.*

Karakter Bisnis Pertambangan, yakni® :

1. Padat modal: perlu investasi dari puluhan juta hingga puluhan milyar
dollar untuk eksplorasi, pembukaan dan pengoperasian tambang hingga
reklamasi pascatambang.

2. Lokasi terpencil: Infrastruktur dasar seperti listrik, air, jalan,
pelabuhan, bandara dan lain-lain, sering harus dibuat sendiri.

3. Risiko tinggi: Ketidak pastian geologi membutuhkan kegiatan
eksplorasi di awal proyek untuk menemukan cadangan serta
memastikan kuantitas dan kualitasnya, dan sepanjang puluhan tahun
umur tambang untuk mengganti cadangan tertambang. Pada akhirnya
cadangan akan habis karena industri ini bersifat tak terbarukan. Karena
ini semua, industri tambang memerlukan kepastian hukum jangka
panjang.

4. Merupakan industri yang membuka lapangan kerja dengan multiplier
effect besar dan gaji tertinggi.

5. Tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan yang tinggi serta
komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja merupakan
karakter industri pertambangan, juga sebagai bagian dari license to

operate.

4 https://www.kompasiana.com/muhammadsolikin/55007631a333115372510fed/prospek-
bisnis-pertambangan-nasional-2011-dan-tantangannya?page=all , Diakses pada tanggal 17
september 2019

> Gatut Adisoma.,”Mengenai dunia Pertambangan”, https://pii.or.id/mengenal-dunia-p
pertambangan, Diakses pada tanggal 18 September 2019
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Didalam dunia bisnis tentu saja sudah tidak asing dengan investasi,
perjanjian, dan juga adanya kerjasama didalam suatu kesepakatan antara para
pihak. Dalam mengikatkan kerjasama atau kesepakatan, maka satu orang atau
lebih harus memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian. Di dalam Pasal 1320
KUHPerdata dijelaskan bahwa terdapat syarat sahnya suatu perjanjian
diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Selain itu saat membuat sebuah perjanjian perlu adanya suatu
Pernyataan Kehendak dan Tindakan Hukum. Menutup perjanjian adalah suatu
tindakan hukum, dan karenanya kehendaknya ditujukan kepada timbulnya
suatu akibat hukum tertentu (yang dikehendaki); suatu persetujuan tak mungkin
timbul tanpa kehendak dari para pihak (pertemuan kehendak).®

Seorang pengusaha yang memiliki peluang investasi, tetapi tidak
memiliki dana atau aset yang cukup, akan berusaha mengajak mitra usaha untuk
memanfaatkan peluang tersebut dengan membentuk Kerjasama Operasi (KSO).
Kerjasama Operasi berlandaskan Hukum Perdata umumnya, Hukum Perikatan
khususnya, sehingga hak, kewajiban, kepemilikan, pola kepemilikan aset, pola
bagi pendapatan-beban-hasil akibat perikatan tersebut hendaknya diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengusaha yang lain mungkin memiliki dana atau akses ke dana yang
cukup, tetapi tidak memiliki sumber daya lain yang cukup, atau dia mungkin
tidak berani menanggung risiko sendirian. Hal ini juga bisa mendorong
pengusaha tersebut untuk menciptakan KSO. Inti dari semua bentuk KSO
adalah sama, yakni pengusaha berusaha memperoleh dana dan atau aset yang
mencukupi untuk melakukan investasi yang diinginkan, dan atau memperoleh
sinerji dari aliansi stratejik, dan atau membagi risiko investasi dengan

pengusaha lain. Seorang pengusaha yang memiliki akses ke dana dan sumber

6 J.Satrio, “Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)” Cet. 1, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 1992), hal 129



daya lain yang cukup, dan tidak ingin membagi risiko dengan pengusaha lain,
mungkin tidak akan tertarik dengan bentuk-bentuk kerjasama. Dia mungkin
merasa lebih baik bila meminjam uang di bank atau mencari dana di pasar
modal. Dengan demikian ada perbedaan pokok antara KSO dengan bentuk-
bentuk pendanaan lain, yaitu KSO memiliki unsur adanya keterbatasan seorang
pengusaha untuk memanfaatkan dana dari institusi keuangan yang ada, atau
memiliki kesulitan dalam perolehan sumber daya atau hak usaha tertentu, dan

atau adanya kehendak untuk membagi risiko investasi.’

PT Dayakarsa Cakrawala Persada adalah perusahaan yang bergerak di
bidang pertambangan yang memiliki IUP Operasi Produksi batubara Nomor
436 Tahun 2010. Dan PT Windu Bentalanusa adalah perusahaan yang bergerak
di bidang pertambangan yang memiliki kompetensi sebagai operator
penambangan, pengangkutan dan penjualan batu bara. Berdasarkan hal-hal
tersebut diatas dan berdasarkan itikad dan saling percaya, kemudian kedua
perusahaan tersebut mengikat diri untuk saling menguntungkan mengadakan
Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tentang penambangan,pengangkutan, dan
penjualan batubara di wilayah ijin usaha pertambangan operasi produki
perusahaan PT Dayakarsa Cakrawala Persada tertanggal 24 Oktober 2014. Dan
perusahaan PT Windu Bentalanusa harus membayarkan hasil bagi hasil dari Rp.
4.350.000.000,- dalam 2 tahapan pembayaran. Dan pembayaran pada tahap
pertama sebesar Rp. 2.500.000.000,- pada saat penandatanganan perjanjian
tersebut. Lalu pada tahap kedua sebesar Rp. 1.850.000.000,-. Kesepakatan
tersebut berlaku selama 12 (dua belas) bulan kalendar dimulai sejak
ditandatangani nya perjanjian. PT Dayakarsa Cakrawala Persada menerima
pembayaran setelah tandatangan perjanjian kerjasama KSO dari tergugat
sebesar Rp. 2.000.000.000,-yang seharusnya dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.
2.500.000.000,-. Sejak ditandatanganinya kesepakatan itu sampai sekarang
gugatan ini diajukan pihak Tergugat tidak melakukan kegiatan penambangan di

wilayah 1UP Produksi perusahaan Penggugat sebagaimana perjanjian

" |katan Akuntan Indonesia, “Akuntansi Kerjasama Operasional” PSAK No. 39,
Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (Hak Cipta ©1998), hal.1



kesepakatan kerjasama (KSO),sehingga dapat merugikan Penggugat. Lalu PT
Dayakarsa Cakrawala Persada (sebagai Penggugat) menggugat PT Windu
Bentalanusa (sebagai Tergugat) dengan nomor registrasi perkara Pengadilan
Negeri Martapura Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp.

Namun pada putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor
17/Pdt.G/2015/PN Mtp gugatan Penggugat ditolak, dengan mengabulkan
eksepsi Tergugat.

Dan selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Banding pada
Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Nomor 57/PDT/2016/PT BJM.

Sehingga dalam pertimbangan-pertimbangan yang ada maka Banding
pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Nomor 57/PDT/2016/PT BJM
dikabulkan oleh Majelis Hakim dan membatalkan putusan Pegadilan Negeri
Martapura Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah
akad (perjanjian). Terbentuknya suatu perjanjian/agad yang sah dan mengikat
dalam Islam haruslah terpenuhi rukun dan syarat agad. ® Menurut ahli-ahli
hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk agad ada 4 yaitu:®

1. Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan,
atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan
perbuatan hukum.

2. Shighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa
ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang
diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan
rela yang berasal dari pembeli.

3. Al-Ma’qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau
jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.

4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara’ dan
tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.

8 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah (Studi Tentang Teori Aqad dalam Figh
Muamalah), ED.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), him. 95.

®Mardani, Figh Ekonomi Syariah:

Figh Muamalah, hal 72-73



Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat
Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad
merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Alquran

suratal-Maidah (5) ayat 1 menyebutkan:

Ko Ju G Y)Y dag K S0t 5 0y 180 1 O (AR

2
s 350, 30 s 0%
hp B K2 A g) pos Al el Jos e
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan
menulis  skripsi  dengan judul “PERJANJIAN KERJASAMA
PERTAMBANGAN BATUBARA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI BANJARMASIN NOMOR 57/PDT/2016/PT.BJM)”

B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas dapat terlihat adanya masalah yang
dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana  Perjanjian  Kerjasama  Operasi  Penambangan,
Pengangkutan, dan Penjualan Batubara ditinjau dari Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia ?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri
Martapura Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp dengan Pengadilan Tinggi
Banjarmasin Nomor 57/PDT/2016/PT.BJM terkait dengan keabsahan
perjanjian kerjasama operasi ?

3. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan Perjanjian yang terjadi

dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan, Pengangkutan dan



Penjualan batubara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Nomor 57/PDT/2016/PT.BIJM ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

Untuk menganalisis Perjanjian Kerjasama Operasi Penambangan,
Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang ditinjau dari Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia.

Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan
Pengadilan Negeri Martapura Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Mtp
dengan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
57/PDT/2016/PT.BJM terkait dengan keabsahan perjanjian
kerjasama operasi

Untuk menganalisis pandangan Agama Islam terkait dengan
Perjanjian yang terjadi dalam Perjanjian Kerjasama Operasi dalam
Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
57/PDT/2016/PT.BIM

2. Manfaat Penelitian

Menurut Saefullah Wiradipradja Suatu Penelitian harus memiliki

manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

a.

b.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan
bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai perjanjian
kerjasama operasi dalam bidang pertambangan di Indonesia.

Secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah untuk
membuat UU terkait bagaimana sistem Kerjasama Operasi dalam
Bidang Pertambangan ini diperinci dan ditegaskan agar terjaganya

kepastian hukum.

10 Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya
limiah Hukum, (Bandung:Keni Media,2016), hal.41.



D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih'!.

2. Wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi yang
buruk atau ingkar janji. Wanprestasi timbul akibat adanya pihak yang
tidak melakukan kewajiban, atau apa yang diperjanjikan.?
Wanprestasi dapat berupa :

a. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;

b. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana
harusnya;

c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat; atau

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan.3

3. Kerjasama Operasional atau yang biasa disingkat KSO adalah sebuah
istilah mengenai dua perusahaan atau lebih yang melakukan kerjasama
operasional dalam menyelesaikan suatu proyek. Selain itu, KSO dapat

berbentuk sebuah badan usaha baru berupa usaha patungan (joint

venture). Dalam bentuk usaha patungan ini, perusahaan gabungan
menggabungkan sumber produksi, pemasaran, keuangan dan atau hal-
hal manajerial.*

4. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara
yang meliputi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.®

11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313
2https://www.kompasiana.com/rizhafira/5b11069d16835f73a101f0e2/wanprestasi,
Diakses pada tanggal 1 September 2019.
Bhttps://mww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2028/perbuatan-melanggar-
hukum-atau-wanprestasi, Diakses pada tanggal 1 September 2019.

14 Koeswiyono, SH (UNDIP). "Kerjasama Operasional (KSO) antara PT Telkom dengan
Mitra Usahanya di Bidang Telekomunikasi" (PDF).

15 pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
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5. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang
terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan
aspal.®

6. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang
meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk
pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak

lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.'’

E. Metode Penelitian

Pengertian Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan
ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara
metodologis, sistematis, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan
kebenaran, dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini
mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi
menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk
memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggung

jawabkan.18

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini penulis menerapkan tipe
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian
terhadap asas-asas hukum atau perundang-undangan yang terkait dengan
masalah yang diteliti.®

16 |bid.,Pasal 1 ayat (5)

7 1bid., 1 ayat ayat (17), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3 (Jakarta: Ul Pres,1986)

9 1bid., hal.10
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2. Jenis Data

Pada penelitian penulis ini menggunakan data sekunder. Data

sekunder ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.?

Data sekunder sendiri antara lain ialah, mencakup dokumen-dokumen

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan

seterusnya.?! Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 bahan hukum.

Yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier.22 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 macam

sumber yakni :

a. Bahan Hukum Primer :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28
Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa
Pertambangan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian
Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman

20 https://mercubuana.ac.id/files/MetodeL ogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-

ok.pdf, Diakses pada tanggal 14 September 2019

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 2014), hal.12

22 1bid., hal.13
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Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan

Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literature hukum
berupa buku-buku teks terkait dengan Hukum Perjanjian, Hukum
Pertambangan di Indonesia, Azas-Azas Hukum Perjanjian, berbagai

macam skripsi, tesis, artikel, majalah, jurnal ilmiah, serta wawancara.?
c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat
kabar, internet, kamus Hukum,dan kamus Besar Bahasa Indonesia.?

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam Pengumpulan data pada penelitian ini ialah
menggunakan  studi  kepustakaan. Studi Kepustakaan = Menurut
Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data
bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti
koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan

dengan penelitian( Koentjaraningrat, 1983 : 420)%
4. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis data menggunakan
metode kualitatif. Metode Kualitatif yakni pengumpulan data pada suatu
latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data

2 1bid.,

24 http://digilib.unila.ac.id/20039/4/bab%203.pdf, Diakses pada tanggal 17 September
2019

2 bid
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dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dengan
trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitati, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.?®

. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan
ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab.
Judul dari penelitian ini yaitu tentang “Perjanjian Kerjasama
Pertambangan Batubara (Studi Putusan Pengadilan Tinggi
Banjarmasin Nomor 57/PDT/2016/PT.BIJM)”.

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab,
sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

Bab pertama adalah pendahuluan dan gambaran umum dan
menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang memuat tentang keabsahan
perjanjian kerjasama operasi dalam bidang pertambangan.

Bab ketiga adalah hasil dari penelitian mengenai peraturan, syarat-
syarat sah nya sebuah perjanjian khususnya perjanjian kerjasama operasi di
bidang pertambangan menurut perundang-undangan dan teori-teori yang
menjelaskan tentang perjanjian kerjasama operasi di bidang pertambangan.

Bab keempat adalah uraian tentang pandangan Islam terhadap
keabsahan perjanjian kerjasama operasi dalam bidang pertambangan
berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist.

Bab kelima adalah bab terakhir yang akan memberikan penjelasan
secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok
permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta
mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus
merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan

ini.

% Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: CV
Jejak (Jejak Publisher)), 2018) , hal 7.



